
 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR :  2 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan 

Bidang Ketenagakerjaan, ternyata terdapat beberapa ketentuan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga 

Peraturan daerah dimaksud harus segera disempurnakan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, 

perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-     

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya    

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan dari 

Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1970 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan            

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor  6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 
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9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia                                                                                                 

Nomor 4473), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Penempatan 

Tenaga Kerja Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja                         

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah          

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

DAN 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2006 

RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 

Nomor 2) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) angka 1 diubah sehingga berbunyi :  

NO JENIS PELAYANAN SATUAN 
BESARNYA 

(Rp) 

 

1. 

 

Rekomendasi Pembuatan Paspor Tenaga Kerja ke     

Luar Negeri 

 

Per orang 

 

100.000,- 

 

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) angka 10 dihapus 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

 

 

Ditetapkan di   Tasikmalaya 

pada tanggal  12 Februari 2009nopember  2002 

BUPATI TASIKMALAYA 

 
 

 

 

H. T. FARHANUL HAKIM 

Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal  13 Februari  2009nopember    29  Nopember  2002 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

               TASIKMALAYA 

 

 

 

 

    H. ASEP ACHMAD DJAELANI 

               NIP. 070 021 212 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2006  NOMOR 2 

ttd.

 

 
ttd.


